
 
 

 
 

 

 
 

 

    WALIKOTA  BITUNG 

 
PERATURAN WALIKOTA BITUNG 

NOMOR   49   TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

WALIKOTA BITUNG, 
  

Menimbang  : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang akan menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum          

(PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan administratif 
dengan membuat Standar Pelayanan Minimal yang harus 
ditetapkan oleh Kepala Daerah;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Bitung; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3421); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 



 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/2003 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 

Kabupaten/Kota; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit; 

14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 

2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung 
Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 

2013 Nomor 23); 

15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaann Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah 
Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20); 

16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung 

Tahun 2012 Nomor 47); 
 



 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG.  

 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  
1. Kota adalah Kota Bitung.  
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah.  
3. Walikota adalah Walikota Bitung.  
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Bitung yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan 

dasar sampai dengan spesialistik sesuai dengan kemampuannya.  
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  

6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar 

pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan 
kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum 
Daerah.  

7. Direktur adalah Direktur RSUD yang secara teknis medis dan taktis 
operasional bertanggungjawab kepada Walikota. 

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
 

 

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2  
 

(1) Maksud ditetapkan SPM RSUD adalah sebagai syarat administratif pengajuan 
PPK-BLUD.  

(2) Tujuan ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas pelayanan di RSUD.  
 

BAB III  

SPM, MEKANISME PERHITUNGAN  
DAN RENCANA PENCAPAIAN SPM RSUD 

 
Pasal 3  



 
 

 
(1) SPM RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Mekanisme Perhitungan SPM RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(3) Rencana Pencapaian SPM RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  
 

 
BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP   

 
Pasal 4  

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. 
 

 
        Ditetapkan di Bitung 

          Pada tanggal  22 November 2014 
 

         WALIKOTA BITUNG, 

 
                                               ttd 

       
         HANNY SONDAKH 

Diundangkan di Bitung 

Pada tanggal 25 November 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA, 
 
                   TTD 

 
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP.19610804 198603 1 016 
 

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 104 

 
 

 

 
 
 

 
 

Diundangkan di Bitung 
Pada tanggal  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA, 
 

                  
 

 
 

Drs. EDISON HUMIANG, M. Si 

PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP.19610804 198603 1 016 



 
 

 
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR     

  

 
  
 


